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BAB I

PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, bahwa ”Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah”. Keuangan daerah tidak hanya mencakup kewajiban dan hak berupa uang, melainkan kewajiban dan  hak daerah berupa barang. Barang menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam kegiatan daerah dan harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga proses pengelolaan barang milik daerah mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam rangka mendukung prosedur pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara lansung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dilengkapi dengan peraturan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, dijelaskan bahwa yang disebut dengan Barang Milik Daerah yaitu : (1) Barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD; (2) Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah; (3) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (4) Barang yang diperoleh sebagai prosedur dari perjanjian/kontrak; (5) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; (6) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan; (7) Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Pemerintah daerah harus melaksanakan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur pengelolan barang milik daerah yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan barang milik daerah yang mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tangggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagaimana disampaikan oleh anggota V BPK RI, bahwa didalam opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan provinsi Sumatera Selatan masih terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan barang milik daerah provinsi Sumatera Selatan, dimana seharusnya Pemda harus lebih teliti dalam penyusunan dan pengelolaan barang milik daerah karena kemungkinan dapat menimbulkan kerugian sehingga dijadikan sebuah temuan (https://www.google.co.id/amp/palembang.tribunnews.com/amp/2017/01/09/bpkd-akan-berantakan-laporan-aset-sumsel).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, mengatakan bahwa salah satu masalah utama pengelolaan Barang Milik Daerah atau aset adalah perubahan basis penerapan sistem yang akrual basis ditambah lagi dengan adanya peralihan aset dari daerah ke Pemprov Sumsel, dimana masih terdapat kekeliruan seperti pencatatan, pengelolaan, pengamanan aset serta sertifikasinya. Dengan kata lain masih lemahnya penatausahaan Barang Milik Daerah (https://www.google.co.id/amp/palembang.tribunnews.com/amp/2017/01/ 09/bpkad-akan-berantakan-laporan-aset-sumsel).
Adanya perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, pada prosedur pengelolaan barang milik daerah masih banyak dijumpai permasalahan dan kesulitan yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Selatan sendiri adalah pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah, dimana dalam Catatan Laporan Keuanngan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017 masih ditemuinya barang milik daerah yang tidak dapat diidentifikasi. Barang milik daerah yang tidak dapat diidentifikasi ini terdapat pada daerah Musi Rawas, OKU, Prabumulih, Palembang, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau dan Lahat dengan rincian terlampir (lampiran 13). Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa masih lemahnya penatausahaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

  Penatausahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyatakan bahwa, ”Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang Daerah, melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya”. Pencatatan barang daerah pada OPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan OPD pada Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan barang milik daerah ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, (b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) Pengamanan administrasi barang milik daerah. Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan dihasilkan laporan barang milik daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. 

Penatausahaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam Pengamanan pengelolaan barang milik daerah, baik pengamanan secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Melalui penatausahaan barang milik daerah maka pengamanan  barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna menjaga keamanan barang milik daerah maka diperlukan data barang milik daerah yang akurat, guna mendukung pencatatan dan rincian yang memadai dalam penatausahaan. Data barang milik daerah yang lengkap dan dipercaya akan mampu memberikan pengamanan secara administratif, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya proses penatausahaan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2.
Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :
1. Apakah Pembukuan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

2. Apakah Inventarisasi Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Pelaporan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
1.3.  Batasan Masalah
Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1.4.
Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1.
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Pembukuan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Inventarisasi Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
1.4.2.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap pengmanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Manfaat Praktis Bagi Instansi
Hasil   Penelitian ini  diharapkan  dapat   memberikan informasi  mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah, baik dalam pembukuan, inventarisasi maupun pelaporan Barang Milik Daerah terhadap pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dalam evaluasi proses penatausahaan Barang Milik Daerah dalam upaya meningkatkan pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
1.5.
Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi tugas akhir/skripsi secara singkat dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Dimana bab tersebut menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: 
BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang terkait dan melandasi penatausahaan barang milik daerah berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah.
BAB III       
METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya
BAB IV       
PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai secara deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan. 
BAB V       
KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari isi isi pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan dan penelitian yang akan datang.
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